BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII

v KEMENTERIAN KEHUTANAN
% ﬁ DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
g

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII
Nomor : SK.42/BPKH.XVIII/TU/HMS.02.04/08/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang — Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik
wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan
kondisi lingkungan;

b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar
pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan
tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/
pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen
standar pelayanan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Bab V;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII tentang Standar Pelayanan
Publik Penggunaan Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

QJIAS

10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kehutanan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi
Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XVIII

Menetapkan standar pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
XVIII dengan jenis pelayanan sebagai berikut:

R A

Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

Bimbingan dan Pengawasan Kegiatan Penataan Batas Areal Kerja
Permohonan Data dan Informasi Geospasial,

Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Revisi PIPPIB

Evaluasi PPKH

Verifikasi PNBP-PKH

. Standar Pelayanan Publik dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas)
komponen standar pelayanan yaitu :

1.

© NGk WD

Persyaratan;

Sistem, mekanisme, dan prosedur;

Jangka waktu pelayanan;

Biaya/tarif;

Produk pelayanan;

Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
Dasar hukum;

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
Kompetensi pelaksana;

10 Pengawasan internal;
11. Jumlah pelaksana;
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
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sesuai dengan standar pelayanan;

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-
raguan; dan

14. Evaluasi kinerja pelaksana;

KETIGA . Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara
lengkap dalam lampiran keputusan ini.
KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Agustus 2025

Kepala Balai

Budi Setiawan, S.P., M.Si
NIP 197907232003121003

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;

2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
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Lampiran 1

Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

- SK.42/BPKH.XVIII/TU/HMS.02.04/08/2025
- 7 Agustus 2025

: Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

l. STANDAR PELAYANAN ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

NO | KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1 | Persyaratan

1.

3.
4.

Surat Permohonan (.pdf)

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan
kepada Kepala BPKH Wilayah XVIII

Pakta Integritas (.pdf)

Pengguna layanan juga mengirimkan pakta integritas yang menegaskan
bahwa pengguna layanan tidak akan melakukan praktek gratifikasi dan
tindakan KKN

Peta Lampiran areal yang dimohonkan (Skala Minimal 1 : 50.000)

Data spasial (digital) tipe Shapefile (.shp) areal yang dimohonkan

Sistem
2 | Mekanisme
dan Prosedur

Alur Proses Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

No

Haglatan
| Surat parmononan Vermikasl Spangan (ekal anaisk SEis

T LEF FET)
Kasubag TU | Kepala Balal

T PeEEaS
Kepaiages! | Pelayanan output
Publlk (TP3)

Informasi

= T5 merkt
fungsl kIwasan  huian  yang  masuk  dierima  medl
Pengadmnisirasl  Umum/Pelgas Loket Pelsyanan. kemudlar|
diieruskan ke Kepala Balal.

I

— |

—

Dispeskl

)

Kepala Baid memoenkan depossl ke Kasl Pengukuhan dar| ‘5can Dokumen T met
Perencanaan Kawasan Hutan (PPKH) melalul Pengasministras|

Umum Ealal.

Dispeskl

(i]——|

Kasle PXH MEerDerkan INsruks! Kepaga Tim Vemkas Lapzrg_ali
yang berdin gar Staf Lntas Seksl untuk Melaksanakan Verfikas|
Iapangan terhadap analsls status dan fungs! kawasan hutan

e

cH

Disposisl

Kapala Baia mengeiianan SUrst TUgas Tim Verikas Lapangan.

1

Tim Verfikasl Lapangan  melaksanakan verfkas lapangan

‘Surat Tugas Tim
tamadan x(mmaﬂ analsls stalss dan fungs| kawasan hatan

Verfkas!
Lapangan

2400 Menit
{5 nan
keda)

Suratidokumen dan
honkan, Derdasaman surat ugas yang dtemitkan cieh data spaslal

yangdi
ala 3?!\1 Wikayan Xuill,

Tim VesiThas Lapangan me akukan anales kawasan DU yang
dimonon bemasarkan nagh vermkas| penggunaan kawasan Nuian
dan menyerahikan Konsep swrat balasan ventkas Lapangan
dan/atau hasl anallsis $tatus dan fungsl kawasan nutan kepaca
Kas| FPKH.

Fas Analsts
berdasaran

‘ertfkas
Lapangan

¥am PR menenma dan memenksa Rongen Sura balEsan
dan hasl analisis stais dan fungsl kawasan hutan beserts peta
ampirannya. Jka seluju memberian parst gan menyampalkan
k2 Kepala BPKH melalul KSETU/Pengadministras Umum. Jika
Uik setju, memennizhian Tim Verfkas Lapangan uiiuk
menyesUEan INfomasl Gengan peTmanonan sera mempernalkl

wansep
peralkan
Analsls

Surstgokumen, data
penaukung analisls dan
data spasial

430 Ment

konsap surat balasan vertfkas| Lapangan dan/atau hasll analisis
status dan Tungs! kawasan hutan beseria peta Ampirannya.

ol

‘°|

T | Menyampakan konsep sural balasan verTkas [@@angan dan

F=pala BFRH memenka Rornsep sural Daiasan oan hasl nash

Korsep
perbalkan
analisls

Suratidokumen dan
data spaslal

nasl analisis SIS Gan fngsl kawasan hutan beserta peta
amgirannya ke Kepala SPKH.

240 e

status dan fungs! kawasan hutan beserta peta mpiEnnya. Jka
seflju (Y3l memoerkan pengesanan emadap konsep surat
balasan dan hasll analisks siafus dan fungs! kawasan hutan
DESEN3 DEl3 IEMPTANYA. JK3 DOSK St (TKISK), Konsep bl

tersebut dikembalian ke Kasl FPKH untuk diperoalil.

Konsep
perbalkan
analisls

Suratidokumen dan
data spaslal

240 e

Fpals Galal menangaiangan sural baasan dan nasl anallsh
status dan fingsl kawasan huian beseris peta lampiran yang Suratidokumen, lampran 15 Ment Konsep aknir
dmonon  phak  ksiga  dan menyampakan  kepad3 peta analisis

Pengadminisiras! Lmum.

Pengadmnisirasl Umum member Nomor, Tanggal dan cap sera Suratidokumen,

lampiran pea

Dokumen

mengarsipkan surst analisis status dan fungel kawasan nutan Analsls

besera pata lampiran.

15 Ment

Pewugas Loket Pelgyanan memberkan informas! surat balasan TEWent
vertfias| pangan daniatau hasl analils staus dan fungsl

K3W3Ean NUIaN DESEna Peta @mpian KEpada pemonon sefa

“Surabdotumen, lampiren

0

Dokumen Analisis

dan fungs! kawasan hutan beserta peta Iampl@nnya ke server.

mengarsipkan data spaslal dan data scan swat anallsls stals

Jangka waktu
pelayanan

5 hari kerja

4 | Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk
Pelayanan

Surat dan Peta Hasil Analisis dan Fungsi Kawasan Hutan

Penanganan
Pengaduan,
6 | Saran dan
Masukan/
Apresiasi

Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara:

1.

wn

Langsung ke Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII di
alamat Jl. Soekarno - Hatta No.3A, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota
Banda Aceh, Aceh 23232

Melalui link pengaduan https://sibale-go.appspot.com/kontak

Melalui Call Centre/Whatsapp pelayanan BPKH Wilayah XVl
08116811818

Melalui email Bpkh.18.aceh@gmail.com

yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). =
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PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun
2021 tanggal 01 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,
serta Penggunaan Kawasan Hutan;
7 | Dasar Hukum: 6. Peraturan M(_anteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi
: dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Standar Penyebarluasan
Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.2/VII
SET/2014 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan
Hutan dan wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan
Dengan Menggunakan GNSS (Global Navigation Satelite System);
9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis
Pengukuhan Kawasan Hutan;
10.Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan, Atau perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan (Disesuaikan Berdasarkan Pemutakhiran Yang Terbaru).
1. Sarana Prasarana di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
XVIII antara lain:
a) Ruang Tunggu dengan Pendingin Ruangan;
b) Lahan Parkir;
c) Mushola;
d) Toilet;
Sarana dan e) AC.
8 Prasarana, 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pelayanan:
dan/atau a) Handphone
Fasilitas b) Tablet;
c) Laptop;
d) PC;
e) Printer;
f) Alat Tulis Kantor;
g) Meja dan Kursi;
h) Jaringan Internet.
1. Memahami tata cara pembuatan surat dinas;
: 2. Memahami Tata Cara Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan
Kompetensi . . 2
9 Pelaksana 3. Memghgml serta mampu mengopera&kan aplikasi SIG.
4. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan,
5. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK) &“;;g?gni
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10 Pengawasan Bentuk Pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem
Internal Pengendalian Intern Pemerintah
Jumlah Pelaksana Pelayanan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan
sebagai berikut:
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII 1 (satu) orang;
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan (PPKH) 1
11 Jumlah (satu) orang;
Pelaksana 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 (satu) orang;
4. Staf Seksi Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan (PPKH)
14 (empat belas) orang.
5. Staf Subbagian Tata Usaha 2 (dua) orang
6. Staf Pengelola Layanan 1 (dua) orang
1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XVIII:
&
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII
: MAKLUMAT PELAYANAN
Jaminan
12
Pelayanan *
2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan
sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka
pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di
luar jam kerja kepada penerima layanan.
Jaminan Sarana dan Prasarana Kea_manan dan Keselamatan Kantor Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII :
Keamanan dan i
13 Keselamatan a) CCTV;
Pelayanan b) APAR.;
C) Security.

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan melalui:

1. Survey Kepuasan Pelayanan Publik yang dilakukan secara berkala;
2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

3. Penilaian Petugas Loket Pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Q myang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Agustus 2025

Kepala Balai

Budi Setiawan, S.P., M.Si
NIP 197907232003121003
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Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Nomor - SK.42/BPKH.XVIII/TU/HMS.02.04/08/2025
Tanggal - 7 Agustus 2025
Tentang : Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIlI
Il. STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENATAAN
BATAS AREAL KERJA
NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1. Surat Permohonan (.pdf)
Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan
kepada Kepala BPKH Wilayah XVIII
2. Pakta Integritas (.pdf)
Pengguna layanan juga mengirimkan pakta integritas yang
1 | persvaratan menggas_kan bghwa pengguna layanan tidak akan melakukan praktek
y gratifikasi dan tindakan KKN
3. SK Menteri/Gubernur (.pdf)
4. Peta Lampiran SK Menteri/Gubernur (.pdf/.jpeg)
5. Rencana Penataan Batas (.pdf)
6. Peta Lampiran Rencana Penataan batas (.pdf/.jpeg)
7. Shapefile Peta Rencana Penaatan Batas (.shp)
Alur Proses Tata Batas Areal Kerja;
2 | Mekanisme dan SR e
Prosedur L a

| Kepala BPKH memeriksa Konsep Surat Balasan. |
ngesahy

" Mengagendakan

| Menyerahkan inbrmasi kepada pemohon  baik

lampiran datainformasi  gecspasial untuk Pemahary

yang sudah diparaf
ke Kepala BPKHTL.

Kasie SDHTL dan
KSBTU, Data dan
Informasi yang
tersedia Dismpan
dalam media CO/DVD

| 30 menit Surat balasan yang
sudah dtandatangani
Kepala BPKHTL
Berita Acara Serah
terima, Data/lnformast
Geospasial

uju, konsep
SOHTL untik diperbaiki

dan  mengarsplan  serta | 15 menit

menyampaikan Surat Balasan beserta Lampiran sudeh di ingani
Datallnformasi Geospasial kepada Kasi SDHTL Ka BPKHTL, BA Serah
terima, Data/informasi
Geospasial
Suratbdasanyarg | 30 menit
sudah ditanda tangani
Kepala BPKHTL Be~n
erim:

socara langsung atau molau emall

e

Buki Tanda Tenma

Jangka waktu

3 4 hari kerja
pelayanan
4 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
5 | Produk Pelayanan | Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja
Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara:
Penandanan 1. Langsung ke Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Pen aguan di alamat Jl. Soekarno - Hatta No.3A, Geuceu Meunara, Kec. Jaya
g ! Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232
6 | Saran dan lalui link duan https://sibal Jkontak
Masukan/ 2. Meau! ink pengaduan https://sibale-go.appspot.com/konta .
Apresiasi 3. Melalui Call Centre/Whatsapp pelayanan BPKH Wilayah XVIII yaitu
P 08116811818
4. Melalui email Bpkh.18.aceh@gmail.com
m Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK me.q%m,
N yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). i iz bangsa




PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun
2021 tanggal 01 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

hwn

7 | Dasar Hukum:;

1. Sarana Prasarana di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XVIII antara lain:
a) Ruang Tunggu dengan Pendingin Ruangan;
b) Lahan Parkir;
c) Mushola;
d) Toilet;
e) AC.
2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pelayanan:
a) Handphone
b) Tablet;
c) Laptop;
d) PC;
e) Printer;
f) Alat Tulis Kantor;
g) Meja dan Kursi;
h) Jaringan Internet.

Sarana dan
8 | Prasarana,
dan/atau Fasilitas

Memahami tata cara pemberian pelayanan informasi

Memahami tata cara pembuatan surat dinas

Memahami sistem informasi geografis

Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan, dan

Memiliki keterampilan di bidang GIS, pengnderaan jauh dan perpetaan.

Kompetensi
Pelaksana

agkrwnhE

Pengawasan Bentuk Pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem

10 Internal Pengendalian Intern Pemerintah

Jumlah Pelaksana Pelayanan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan

sebagai berikut:

1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII 1 (satu)
orang;

2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan (PPKH) 1

11 | Jumlah Pelaksana (satu) orang;

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 (satu) orang;

4. Staf Seksi Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan

(PPKH) 14 (empat belas) orang.

Staf Subbagian Tata Usaha 2 (dua) orang

Staf Pengelola Layanan 1 (dua) orang

o g

‘ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK me.qf,’qn.
X yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). =~ st bangsa



1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Wilayah XVIII:

NG

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIlI

MAKLUMAT PELAYANAN

Jaminan
Pelayanan Kol dapareyricpantpguoscs
LY I:::’m
sufrsgtNWhn, s.p. M50
\97‘)% 00312 1 003
2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan
sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan,
maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan
pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
. Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Kantor Balai
Jaminan , )
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII :
Keamanan dan i
13 Keselamatan 1. CCTv,
Pelayanan 2. APAR ;
y 3. Security
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan melalui:
14 Evaluasi Kinerja 1. Survey Kepuasan Pelayanan Publik yang dilakukan secara berkala;

Pelaksana

2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
3. Penilaian Petugas Loket Pelayanan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanaaal : 7 Agustus 2025
Kepala Balai

Budi Setiawan, S.P., M.Si
NIP 197907232003121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Q myang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ==
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Lampiran 3
Nomor

Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
- SK.42/BPKH.XVIII/TU/HMS.02.04/08/2025

- 7 Agustus 2025
: Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1. Surat Permohonan (.pdf)
Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan
kepada Kepala BPKH Wilayah XVIII
1 |p ‘ 2. Pakta Integritas (.pdf)
ersyaratan Pengguna layanan juga mengirimkan pakta integritas yang
menegaskan bahwa pengguna layanan tidak akan melakukan praktek
gratifikasi dan tindakan KKN
3. Menandatangani Berita Acara Serah Terima.
Alur Proses Permohonan Data dan Informasi Geospasial;
1 'E?:Z;En:ﬁ:;:nrr::iﬂf:b Eﬂ:j T T Surat/Dokumen 15 ment sumeé‘;e;g::eh
EEEEs T | = |
4 Tim  Pelaksana iﬁ‘?‘::@;k: Mﬂdglr:‘\::;;’ﬂ D‘::\Eéaggé%‘ja
5 Sistem Mekanisme | ° e, | O we.,
dan Prosedur gy
;ga?ﬁjf?gﬁlﬁm S oo
= mpa&k!ms da'Ba] ::-\‘ghes::"l. :ﬁ: [ %} =L
SRS :] V Bukti Tanda Tenma
Jangka Waktu S
3 9 10 hari kerja
Pelayanan
4 | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
5 | Produk Pelayanan | Data dan Informasi yang telah sesuai dengan permohonan
Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara:
1. Langsung ke Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Penanganan di alamat Jl. Soekarno - Hatta No.3A, Geuceu Meunara, Kec. Jaya
6 Pengaduan, Saran Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232
dan Masukan/ 2. Melalui link pengaduan https://sibale-go.appspot.com/kontak
Apresiasi 3. Melalui Call Centre/Whatsapp pelayanan BPKH Wilayah XVIII yaitu
08116811818
4. Melalui email Bpkh.18.aceh@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
S\ yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). i e

BerAKHLAK

ngga
meluyclnl
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PENGELOLAAN PELAYANAN

7 | Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) yang

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-undang;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan

Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun
2021 tanggal 01 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang JIGN;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24

Tahun 2021 Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 398
Tahun 2024 tentang Standar Data Geospasial dan Informasi
Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399
Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial
Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 400
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Daftar Produsen Data
Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Lampiran Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

W

© N

Sarana dan
8 | Prasarana,

dan/atau Fasilitas

1. Sarana Prasarana di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XVIII antara lain:
f) Ruang Tunggu dengan Pendingin Ruangan;
g) Lahan Parkir;
h) Mushola;
1) Toilet;
) AC.
2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pelayanan:
I) Telepon;
j) Tablet;
k) Laptop;
) PC;
m) Printer;
n) Alat Tulis Kantor;
0) Meja dan Kursi;
p) Jaringan Internet.

Q\ myang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). s ™"

>
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK &“;;g?gni
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Kompetensi
Pelaksana

informasi
lingkup

1. Memahami peraturan perundang undangan mengenai
publik, informasi geospasial dan jaringan geospasial
Kementerian Kehutanan

Memahami tata cara pemberian pelayanan informasi
Memahami tata cara pembuatan surat dinas

Memahami sistem informasi geografis

Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan, dan
Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan
perpetaan.

ouhwN

10

Pengawasan
Internal

Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana Pelayanan Permohonan Data dan Informasi
Geospasial sebagai berikut:

1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII 1 (satu)
orang;

Kepala Seksi Sumber Daya Hutan 1 (satu) orang;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 (satu) orang;

Staf Seksi SDH 12 (dua belas) orang.

Staf Tata Usaha 2 (dua) orang

Staf Pengelola Layanan 1 (satu) orang

12

Jaminan Pelayanan

B

Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XVIII

NG

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIlI

MAKLUMAT PELAYANAN

Banda Aceh, 0
KePyia

L
sufrsgtNWhn, s.p. M50
19790k23 00312 1 003

2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan
sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan,
maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan
pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Kantor Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

1. CCTV;

2. APAR;

3. Security.

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan melalui:

1. Survey Kepuasan Pelayanan Publik yang dilakukan secara berkala;
2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

3. Penilaian Petugas Loket Pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Be

Q myang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ==

4
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Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tangaal : 7 Agustus 2025

Kepala Balai

Budi Setiawan, S.P., M.Si
NIP 197907232003121003

>
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK &"e’?g%,’ni
¢ yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). =~ s #bangsa



Lampiran 4 : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

Nomor - SK.42/BPKH.XVIII/TU/HMS.02.04/08/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025
Tentang : Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

V. STANDAR PELAYANAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER DALAM RANGKA REVISI

PIPPIB

NO KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1 | Persyaratan

1. Surat Permohonan (.pdf)
Pengguna layanan menyampaik

an Surat Permohonan ke Ditjen

Planologi Kehutanan cq Direktur IPSDH
2. Balasan Surat Direktur IPSDH ke Pemohon terkait tanggapan

permohonan (.pdf)

3. Surat permohonan ke Kepala BPKH Wilayah XVIII (.pdf)

4. Pakta Integritas (.pdf)

Pengguna layanan juga mengirimkan pakta integritas yang
menegaskan bahwa pengguna layanan tidak akan melakukan
praktek gratifikasi dan tindakan KKN

Alur Proses Permohonan Verifikasi

PIPPIB

IPSDH

Surat balasan
menerma atau | Jidak Telaah area

menciak usuian -urver\ ¢ ¢
rens PIPPIB

Lapangan PIPPIB,;

Usuian Revisi  [€--ecseccanans .

N
2 Sistem Mekanisme dan £)g
Prosedur Surat Dalasan
OB REIVEIL o ccanesases
survel Lapangan | €~ membentuk Tim
Laporan hasil
Keterangan : — garis perintah
-------- -» garis koordinasi
Jangka waktu
3 g 6 Bulan
pelayanan
Disesuaikan dengan Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2025, Surat
4 | Biaya/Tarif Keputusan Dirjen PKTL Nomor 41 Tahun 2024 Tanggal 17
Desember 2024
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK) %“e'?gggni
N yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). i s bangsa



5 | Produk Pelayanan

Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Revisi PIPPIB

Penanganan
6 | Pengaduan, Saran dan
Masukan/ Apresiasi

Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara:

1.

2.
3. Melalui Call Centre/Whatsapp pelayanan BPKH Wilayah XVIII

4.

Langsung ke Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
XVIII di alamat JI. Soekarno - Hatta No.3A, Geuceu Meunara,
Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232

Melalui link pengaduan https://sibale-go.appspot.com/kontak

yaitu 08116811818
Melalui email Bpkh.18.aceh@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN

7 | Dasar Hukum:

1.

w N

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Publik

Peraturan Pemerintah Nomor
Penyelenggaraan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7
tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan
Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan (Disesuaikan Berdasarkan
Pemutakhiran Yang Terbaru);

Peta Penutupan Lahan Yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan (Disesuaikan Berdasarkan Pemutakhiran
Yang Terbaru).

23 Tahun 2021 tentang

Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

Sarana Prasarana di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XVIII antara lain:

a) Ruang Tunggu dengan Pendingin Ruangan;
b) Lahan Parkir;

c) Mushola;

d) Toilet;

e) AC.

Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pelayanan:
a) Telepon;

b) Tablet;

c) Laptop;

d) PC;

e) Printer;

f) Alat Tulis Kantor;

g) Meja dan Kursi;

h) Jaringan Internet;

i) GPS

j) Kompas

k) Drone

l) Handy Talky

‘ IAS Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
N yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). s s ™™
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m) Kamera

Kompetensi Pelaksana

Memahami tata cara pembuatan surat dinas;

Memahami serta mampu mengoperasikan aplikasi sistem
informasi geografis.

3. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan,

4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan
perpetaan.

A

10

Pengawasan Internal

Bentuk Pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana Pelayanan Survei Hutan Alam Primer Dalam

Rangka Revisi PIPPIB sebagai berikut:

1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII 1 (satu)
orang;

2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan 1 (satu) orang;

3. Staf Seksi SDH 12 (dua belas) orang.

12

Jaminan Pelayanan

1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVIII:

NG

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVilI

MAKLUMAT PELAYANAN

SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PETINDANS

Banda Aceh, 01 Juli 2025
fal

KgPYla Bala
ham
Buf/sfNWn, 5.p. M50
1979023 300312 1 003

2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan
pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk
pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan
prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima
layanan.

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Kantor Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII:

1. CCTV,

2. APAR

3. Security

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan dilakukan melalui:

1. Survey Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala;
2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

3. Penilaian Petugas Loket Pelayanan.

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ==

e bangsa

Q Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK &“;?g?gni
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Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tangaal : 7 Agustus 2025

Kepala Balai

Budi Setiawan, S.P., M.Si
NIP 197907232003121003

>
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK &"e’?g%,’ni
¢ yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). =~ s #bangsa



Lampiran 5 : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

Nomor : SK.42/BPKH.XVIII/TU/HMS.02.04/08/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

Tentang : Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

V. STANDAR PELAYANAN EVALUASI PPKH

NO | KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1. Surat Permohonan (.pdf)
Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan
kepada Kepala BPKH Wilayah XVIII

2. Pakta Integritas (.pdf)

Pengguna layanan juga mengirimkan pakta integritas yang menegaskan

bahwa pengguna layanan tidak akan melakukan praktek gratifikasi dan

tindakan KKN

Peta Baseline (.pdf)

Peta Citra Satelit/ Drone liputan terbaru (.tiff/.geotiff)

Peta Realisasi PKH (.pdf/.jpeg)

Shapefile Peta Realisasi (.shp)

RKAB (.pdf)

Dokumen Lingkungan (.pdf)

Dokumen Tutup Tambang (.pdf)

10 SK PPKH (PAK-PPKH)

11.Peta Rencana PPKH

12.Berita Acara Rehab DAS dan Reklamasi

13.Dokumen Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban PPKH

14.Blanko isian evaluasi PPKH

1 | Persyaratan

©COoNOO kW

Alur Proses Evaluasi PPKH:

Pelaksana

Mut Baku
Instansi
No. Kegiatan orsison  Mitbslan %l@ Subbagian <o Kepaln | 3 Keterangan
' oo ' TataUsaha Balai i Kelengkapan Waktu Output
1 | Nienugaskan Pelaksana untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatar Agenda Kerja 15 Nenit Disposisi
Verlkasi PNEP o
2. | Menyiapkan / membuat kelengkapan berkas administrasi danteknis. D ATK dan Disposisi 900 Menit Instruksi Kerja Surat Tugas, Peta Kerja,
Tallysheet
3 [Vemeriss i el elngagen beres sdrinskas | Veinka Kta Sus Toges, ol | 120 Wert | I Koo S Togas, Pla Ko o
ok, untuk selanjuinya dsampaikan ke KSBTU. Kera, Tallyshost Talyshetyong sudah daraf Kepaa S
" [Memorksa Gan momatal fansep btk sdrinsad dan toa stk Kt St Tugas 60 Menlt | Instruksl Korja Surat Tugas, Peia Koda yang
untuk selanjutnya disampakan ke Kepala Bali Kera dar dan diparaf kepala seksi
parafhepolh sl SOH SDH dan KSBTU
5. [Memerkea orsep b adreiarsl dan i Ja s 1) Tsiruksl Karja,Sural Tugas, Peta | 30 Wil | Instuksl Kerja Sural Tugas, Peta Kaffa yang
p fersebut dan dier Ketja den Tallysheet yang sudah dan Talysheet sudah ditandatangani
Um o Jha tak setuju, konsep te iy (dk mba!lla ke kepalsl Tidak diperksa dan diparaf kepala seksi Kepala Balai
seksi SDH melaui KSBTU untuk ciperbaik SDH dan KSBTU
a
6. [Membod nomor, tnggal dan cap. mengagendakan _darl ATKBuku Agenda BN | ks Ko, SuralTuges dan PeaKora
mengarsipkan berkas administrasi dan feknis serta menyerahkar( :’ ..... ipkan
kopada Kepala Soksi SDH.
. 7. [Melakuxan Rapal Persiapan Polaksansan _Kegatan _dar| Agenda Kerfa 720 Menit | Hasil Rapal Parscapan Gan Disposisi
SI Ste m menugaskan Pelaksana untuk melaksanakan Kegiatan Verifikasi :}
PNBP.
. 8 |Molaksanakan Kegatan Verlfkasl PNBP sesual pedoma] [ 1 ‘Surat Tugas, Instuksl Karja, Pota | 14.400 Mont Tallyshoet, Data Fasil Veifkas, Pota Fasil
2 M e k an is m e pelaksanaan/petunjuk feknis kegiatan serta membuat laporan has{ 2 Kerja, Tallysheet dan Laporan
polaksanzan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada Kepaid Perlengkapan Kera Lapangan
Seksi SDH.
dan Prosedur | = fessmsmmmmmmem T e TR T D S P
memberikan paraf, selany kan ke |j PetaHasil, Lapora Laporan yang sudzh diparaf.
Kepala Balai.
10. |Memeriksa konsep laporan dan menugaskan Kepala Seksi SDH rifikasi. 60 Menit | allysheet, Data Hasil Verifikasi, Peta Hasil,
untuk melakukan pembahasaniekspose hasi kegiatan Ij Laporan yang sudah dperiksaoleh Kepala
Balai.
kKl ke Analis Dz Kegatan 15 Menit Konsep Laporan Pembahasan
pombahasan/okspose hasil kegatan. B
T2 [Welakukan pembahasan hasi kogiatan dan_memporbalki laporar} ATK 500 Menit Taporan yang sudah diporbald
sesuai hasil pembahasan, untuk selanjuinya disampakan ke Kepala Ij
Seksi SDH. L &
5. [Memeries G maraalcaap poran yarg sodah abahes o Laporan yang sudah diperbald |60 Menit Laporan yang sudah diparat
diperbai, selarjutnya dteruskan ke Kepal
0 g So%ah Ghahas Gan dperoad Jta e ; ATK 30Ment | Laporen dfandatangenioieh Ka Balal
rsebut - chlandata ruskan
si Umum Jka tidak scl ; i pom tersebuf Tidak
e Kepala Seksi SDH
va
75, [Wember nomor, anggal, cap dan menggandakan, mengars Caporan diandatangani deh | 900 Merit Bkl Pengirman dan Arsip
laporan serta menginmkan/ mendstribusikan sesuai dengan tujuary KepalaBalai
dan peruntukannya. Selanjuinya menyerahkan laporan ke } —+]
Umum bagai i
6. [Menyimpan Gpomn Q Taporan Shenit Asp

Jangka Waktu

37 hari kerja
Pelayanan

3 I AS Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK me|3$qn.
S\ yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). i e bangsa



Disesuaikan dengan Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2025, Surat

4 | Biaya/Tarif Keputusan Dirjen PKTL Nomor 41 Tahun 2024 Tanggal 17 Desember 2024
5 Produk Berita Acara Evaluasi PPKH dan Peta Hasil Evaluasi PPKH
Pelayanan
Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara:
Penanganan 1. Langsung ke Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII di
Pengaduan alamat JI. Soekarno - Hatta No.3A, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota
6 | Saran dan ’ Banda.A.ceh, Aceh 23232 '
Masukan/ 2. Melalu! link pengaduan https://3|bale-go.appspot.com/kor_nak .
Apresiasi 3. Melalui Call Centre/Whatsapp pelayanan BPKH Wilayah XVIII yaitu

08116811818
4. Melalui email Bpkh.18.aceh@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

7 | Dasar 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Hukum; Kehutanan.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021
tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta
Penggunaan Kawasan Hutan;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

N

1. Sarana Prasarana di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
XVIII antara lain:
a) Ruang Tunggu dengan Pendingin Ruangan;
b) Lahan Parkir;

c) Mushola;
d) Toilet;
e) AC.
2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pelayanan:
a) Telepon;
Sarana dan b) Tablet:
Prasarana, )
8 c) Laptop;
dan/atau i
Fasilitas d) P(.:'
e) Printer;
f) Alat Tulis Kantor;
g) Meja dan Kursi;
h) Jaringan Internet;
i) GPS
]) Kompas
k) Drone
[) Handy Talky
m) Kamera
1. Memahami peraturan terkait Evaluasi PPKH
Kompetensi 2. Memahami tata cara pembuatan surat dinas
9 b 3. Memiliki pengetahuan dalam bidang Evaluasi PPKH
Pelaksana s - X
4. Memiliki Kemampuan analisis yang baik, dan
5. Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BerAKHLAK &“;;g?gni
X yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). fsmeiasitera i bangsa



10 Pengawasan | Bentuk Pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem
Internal Pengendalian Intern Pemerintah
Jumlah Pelaksana Pelayanan Evaluasi PPKH sebagai berikut:
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII 1 (satu) orang;
2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan 1 (satu) orang;
3. Staf Teknis SDH 12 (dua belas) orang;
11 Jumlah 4. BPDAS 1 (satu) orang;
Pelaksana 5. Dinas Pempov yang membidangi Kehutanan 1 (satu) orang;
6. KPH 1 (satu) orang;
7. BPHL 1 (satu) orang;
8. Dinas/ Badan Kabupaten/ Kota yang membidangi Lingkungan Hidup 1
(satu) orang;
1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XVIII :
N,
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIll
: MAKLUMAT PELAYANAN
Jaminan
Pelayanan C
2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai
standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka
pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar
jam kerja kepada penerima layanan.
Jaminan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Kantor Balai pemantapan
Keamanan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh:
13 | dan 1. CCTV;
Keselamatan |2. APAR
Pelayanan 3. Security
: Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan melalui:
Evaluasi : : .
S 1. Survey Kepuasan Pelayanan Publik yang dilakukan secara berkala;
14 | Kinerja o o
2. Penilaian Kinerja Pelaksana.
Pelaksana

3. Penilaian Petugas Loket Pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Q myang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Agustus 2025

Budi Setiawan, S.P., M.Si
NIP 197907232003121003
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Lampiran 6 : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Nomor - SK.42/BPKH.XVIII/TU/HMS.02.04/08/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

Tentang : Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII

VI. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PNBP-PKH

NO | KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1 | Persyaratan

1. Surat Permohonan (.pdf)

kepada Kepala BPKH Wilayah XVIIi
2. Pakta Integritas (.pdf)

tindakan KKN

Peta Baseline (.pdf)

Peta Citra Satelit/ Drone liputan terbaru (.tiff/.geotiff)
Peta Realisasi PKH (.pdf/.jpeg)

Shapefile Peta Realisasi (.shp)

RKAB (.pdf)

Dokumen Lingkungan (.pdf)

Dokumen Tutup Tambang (.pdf)

©COoNOO kW

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan

Pengguna layanan juga mengirimkan pakta integritas yang menegaskan
bahwa pengguna layanan tidak akan melakukan praktek gratifikasi dan

Sistem
2 Mekanisme
dan Prosedur

Alur Proses Verifikasi PNBP-PKH:

L Mutu Baku
" 4t 5 Instansi
No. Kegiatan osison MBS Kepals  Subbagian Kepala ; Keterangan
. Umomyy 3P TetaUsaha KTV o Law Kelengkapan Waktu Output
T [Menugaskan Pelaksana unik menyiapkan pelaksanam kegatar Agenda Karfa T5 Nenit Disposii
Verifikasi PNBP (G-}

e n s e ATK dan Disposisi 500 Went | Tnsirks Kerp Surat Tugas, PetaKefa

Tallysheet

Memerisa dan memaral keknghapan berkas administasi darf

Instruks Kerja, Suml Yugzs‘ Peta
feknis, untuk selanjutnya dsampaikan ke KSBTU Kera,

D,_

120 Menit

Insinuksi Kerja Surat Tugas, Peta Kerja dan
Tallyshestyong sudshderal Kepela Selel

7 [Vemeriam G Tramared Vonep Tefas adirirea dan 1o bk KafaSwa Tuges.Pum | G0 Wit Insriol Ko S Tuges. pwi Kaayerg
iuk selanuinya disampakan ke Kepala Balai Keria dan diparaf kepala seks
dpam kepala seksi SOH SDH dan KSBTU
. [emerias ormep s acmbiaar o i i s o) Tnsiruksl Kerja, Sural Tugas, Peta | 30 Menil | Instuksl Kerja Surat Tugas, Peta Keria yang
p tersebut dan di Kerja dan Tallysheet yang sudah dan Talysheet sudah ditandatangani
U e bk setuju, konsep ter s Ghembatian o kepala Tiek diperksadan diparaf kepala seksl Kepala Balai
seksi SDH melalui KSBTU untuk diperbaiki SDH dan KSBTU
Ya
& [Mombed o, wnagal_dan_cap, mengegerdaian_dai ATK . Buku Agenda T5Werlt | ke Kor, SurlTuges dan Poa o
mengarsipkan berkas admnistrasi dan feknis serta menyerahkar| :I diarsi
kepada Kepala Soksi SDH.
7. [Welakukan Rapal Persapan Polaksanean _Kegatan dar| ‘Agenda Kerfa T20 Menit | HasilRapat Persoapan dan Disposisi
menugaskan Pelaksana untuk melaksanakan Kegiatan Verifikasi I:}
PNBP.
8 |Melaksanakan kegatan Verlikass PNBP sesual pedomar} T ‘Surat Tugas, Instruksi Kerja, Peta | 14.400 Meni] Tallysheet, Data Hasil Veriikas, PetaFasil
pelaksanaanipetunjuk feknis kegiatan serta membuat laporan hasi 5 Kerja, Tallysheet dan Laporan
pelaksanaan kegatan dan menyampakan laporan kepada Kepale Perlengkapan Kerja Lapangan
Seksi SOH
9. | Memerlksa konsep laporan hasi dan Tallyshoet, Data Hasil Veikas, | 120 Ment | Tallysheet, Data Hasil Ve iikas, Peta Fasi
ka i, sel: ke Ij PetaHasil, Laporan Laporan yang sudzh diparaf
Kepala Balai.
T0.[Wermeriss Fonsap Iapcran dan menigasian Kapaa Sakal SOF Tallyshest, Data Hasi Verificasi, | 60 Menl | allysheel, Dala Hasi Veriias, Peta Fas,
untok molakukan pembahasaniekspose has kegio Peta Hasil, Lapor Laporan yang sudah dperi rkaacio hKepal
diparaf. Coeh Ke Balai

16. | Menyimpan poran : Laporan

SOHTL
n e Analis D Kegaian ATK . Agenda Kerja 75 Wenit Konsep Laporan Pembahasan
pombehasanekspose hasil kegatan -
T2 [Wolakuan pembahasaﬂ Tasil Kogiatan Gan_memporbalki faporar ATK 500 Mot Taporan yang sudah diperbaid
sesuai hasil pembahasan, untuk selanjutnya disampakan ke Kepalg D
Soksi SDH.
73 | Memerksa dan momaraf konsep laporan yang sudah dibanas darf Laporan yang sudah diperbaid |60 Menit Laporan yang sudah diparat
diperbaiki, selanjutnya diteruskan ke Kepala Balai
74 [Wemeria laporan yang sah dbohas dan dperbale. 3ta seuid ATK 30Ment | Laporan ditandatanganioieh Ka. Balal
(Ya), laporan fersebut ditandatangani can
Pengadministrasi Umum  Jka tidak setuju Iapom u-nseb Tisar
dikembalikan ke Kepala Seks: SDH untuk diperbaiki
va
5. [Memben nomor, langgal, cap dan menggandakan, mengarsi Taporan ditandatangani deh | 900 Menit 'BUkt Pengirman dan Arsip
Joparan serta mengiikan/ mendstuskan sesua dengen ju Kepala Balai
dan_perniukanna. Scrjuya  meryearian lapoan. b Eji 7D
Pengadministrasi Umum Seksi SDH sebagai arsip di seksi
5 Menit Arsip

Jangka Waktu
Pelayanan

37 hari kerja

4 | Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk
Pelayanan

PNBP-PKH

Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH dan Peta Hasil Verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

BerAKHLAK

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). smsiies i
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Penanganan pengaduan dapat disampaikan secara:
Penanganan 1. Langsung ke Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII di
alamat JI. Soekarno - Hatta No.3A, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota
Pengaduan,
6 | saran dan Banda‘A'ceh,Aceh 23232 .
Masukan/ 2. Melalu! link pengaduan https://5|bale-go.appspot.com/kont_ak .
Apresiasi 3. Melalui Call Centre/Whatsapp pelayanan BPKH Wilayah XVIII vyaitu
08116811818
4. Melalui email Bpkh.18.aceh@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
7 |Dasar 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Hukum; Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021
tanggal 01 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta
Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
1. Sarana Prasarana di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
XVIII antara lain:
a) Ruang Tunggu dengan Pendingin Ruangan;
b) Lahan Parkir;
c) Mushola;
d) Toilet;
e) AC.
2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pelayanan:
a) Telepon;
Sarana dan b) Tablet:
Prasarana, )
8 d c) Laptop;
an/atau .
Fasilitas d) PC;
e) Printer;
f) Alat Tulis Kantor;
g) Meja dan Kursi;
h) Jaringan Internet;
i) GPS
j) Kompas
k) Drone
[) Handy Talky
m) Kamera
1. Memahami peraturan terkait Verifikasi PNBP-PKH
Kompetensi 2. Mem_a_h_ami tata cara pembuata_n suratdir_lgs _
9 3. Memiliki pengetahuan dalam bidang Verifikasi PNBP-PKH
Pelaksana s - :
4. Memiliki Kemampuan analisis yang baik, dan
5. Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan.
10 Pengawasan | Bentuk Pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem
Internal Pengendalian Intern Pemerintah

QlIAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). =
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Jumlah Pelaksana Pelayanan Evaluasi PPKH sebagai berikut:

1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh 1
(satu) orang;
2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan; 1 (satu) orang;
Jumilah 3. Staf Teknis SDH 12 (dua belas) orang;
11 Pelaksana 4. BPDAS; 1 (satu) orang;
5. Dinas Pempov yang membidangi Kehutanan; 1 (satu) orang;
6. Dinas Pempov yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral; 1 (satu)
orang;
7. KPH; 1 (satu) orang;
8. BPHL; 1 (satu) orang;
1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XVIII :
¥
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVl
. MAKLUMAT PELAYANAN
Jaminan ‘
Pelayanan
e 52 e
2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai
standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana
bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja
kepada penerima layanan.
Jaminan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Kantor Balai Pemantapan
Keamanan Kawasan Hutan Wilayah XVIII:
13 | dan 1. CCTV;
Keselamatan | 2. APAR
Pelayanan 3. Security
Evaluasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayar_1an Publi_k dilakukan melalui:
14 | Kineri 1. Sur\_/ey Kep_uas_an Pelayanan Publik yang dilakukan secara berkala;
ja
Pelaksana 2. Pen!la!an Kinerja Pelaksana.
3. Penilaian Petugas Loket Pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Q myang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Agustus 2025

Budi Setiawan, S.P., M.Si
NIP 197907232003121003
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